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Bismillahirrahmaanirrahiim, 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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sekian lama kita berinteraksi dan mengembangkan 
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9. Keluarga tercinta: suami  anak-anak, adik, serta 

saudara-saudara semua. 
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yang saya muliakan. 
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tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta 
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3 

Hadirin yang saya hormati,  

Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya 

mengucapkan banyak terima kasih kepada Senat 

Universitas Islam Indonesia dan hadirin semua yang telah 

berkesempatan dan berkenan untuk menghadiri dan 

mengikuti pidato pengukuhan Profesor saya di bidang 

Ilmu Hukum yang berjudul: 

“Analisis Hukum Mitigasi dan Adaptasi 

Perubahan Iklim untuk Mencapai Pembangunan 

Berkelanjutan di Indonesia Berdasarkan Paris 

Agreement”. 

 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati.  

Sebelum saya melanjutkan pidato saya, perkenankan 

saya membacakan terjemahan Surah Ar-Rum ayat 41: 

 

 

 

 
Artinya:  
“Telah tampak kerusakan di darat dan di 
laut disebabkan karena perbuatan tangan 
manusia; Allah menghendaki agar mereka 
merasakan sebagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali 
(ke jalan yang benar).” 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati.  

I. Pendahuluan 

Berbagai bencana terjadi akibat ulah tangan manusia.  

Kerusakan di bumi dan di laut merupakan bukti 

keserakahan manusia dalam memenuhi keinginannya. 

Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan yang 
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dilakukan di berbagai negara telah menyebabkan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pola 

pembangunan yang berpusat pada kepentingan manusia 

atau antropocentris (Samuel, 2019) telah menimbulkan 

berbagai masalah lingkungan dan menyebabkan 

terjadinya pemanasan global (global warming) yang 

memicu terjadinya perubahan iklim (Merlissa, 2021).  

Dampak negatif perubahan iklim terjadi di berbagai 

negara baik negara maju maupun negara berkembang. 

Akan tetapi negara berkembang mengalami dampak yang 

lebih serius dibandingkan negara maju, misalnya saja 

Indonesia.  

Dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh 

berbagai kegiatan pembangunan baik di negara maju 

maupun negara berkembang telah memicu ketegangan 

antara negara maju dan negara berkembang. Ketegangan 

antara negara berkembang dan negara industri mengenai 

pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan 

telah berlangsung sejak Konferensi Stockholm pada tahun 

1972 (Alexandre, 2012). Namun, dalam konteks 

perubahan iklim, permasalahannya menjadi semakin 

kritis. Dampak antropogenik terhadap sistem iklim 

menuntut tindakan tegas yang harus diambil oleh semua 

negara saat ini untuk menerapkan pembangunan 

berkelanjutan guna menghindari dampak terburuk.  

Perubahan iklim membawa kerentanan sosial-

ekonomi baru ke dalam kehidupan dan mata pencaharian 

manusia, yang dirasakan dalam produksi pertanian, 

kesehatan manusia, akses terhadap air minum dan 

ancaman terhadap habitat masyarakat pesisir. Misalnya 

saja, di bidang pertanian, pola curah hujan yang tidak 

dapat diprediksi mengganggu kestabilan musim tanam 
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dan panen. Banjir dan kekeringan membatasi akses 

masyarakat terhadap air bersih yang layak dikonsumsi. 

Naiknya permukaan air laut membahayakan masyarakat 

pesisir dan kepulauan. Bahkan yang lebih tragis adalah 

orang-orang yang tinggal di kepulauan kecil seperti di 

Maldive, Marshall Island dan Tuvalu, karena naiknya 

permukaan air laut akibat perubahan iklim dapat 

menenggelamkan pulau-pulau kecil tersebut, sehingga 

mereka kehilangan tempat tinggalnya (Mariya, 2021).  

Pemanasan global sangat dipengaruhi oleh 

meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon 

dioksida, metana, nitrogen oksida dan sejumlah gas 

industri. Pemanasan suhu bumi atau yang sering disebut 

efek gas rumah kaca dalam situasi yang normal 

bermanfaat untuk menjaga supaya suhu bumi tidak terlalu 

dingin pada waktu malam hari, tetapi akumulasi gas 

rumah kaca (GRK) yang melebihi kapasitas bumi untuk 

menetralisir menyebabkan kenaikan suhu bumi (Dwi 

Rustiono, 2022). Perubahan iklim telah meningkatkan 

frekuensi kejadian La Nina dan El Nino. La Nina 

menimbulkan dampak berupa banjir akibat curah hujan 

yang tinggi, sedangkan El Nino menimbulkan dampak 

berupa kekeringan ekstrem akibat rendahnya curah hujan. 

(Bambang Irawan, 2006). Situasi dan kondisi tersebut 

berpengaruh terhadap produk pertanian, sehingga 

mengganggu persediaan pangan dan akibatnya akses 

pangan masyarakat terganggu (Laughlin, 2022).  

Selain itu, perubahan iklim juga berpengaruh 

terhadap sumber kekayaan hayati di laut, karena 

banyaknya karbon yang berada di udara yang akhirnya 

diserap oleh air laut, maka akan menyebabkan air laut 

menjadi lebih asam, sehingga berdampak negatif terhadap 
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terumbu karang sebagai habitat ikan (Richard & Annie, 

2016). Akibat asamnya air laut terjadilah pemutihan 

(bleaching) terumbu karang, dan dalam jangka panjang 

terumbu karang akan mati. Sebagai contoh, matinya 

sebagian besar terumbu karang di Great Barrier Reef 

Australia akibat keasaman air laut (Kurdis, 2016).  

Kerusakan terumbu karang dan keasaman air laut 

meningkat akan mengakibatkan menurunnya populasi 

ikan sebagai sumber nutrisi dan devisa negara.  

 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

Perubahan iklim dan ancaman terbaru terhadap 

sistem pendukung kehidupan alami telah meningkatkan 

kerja sama internasional. Mitigasi dan adaptasi terhadap 

dampak perubahan iklim menjadi agenda semua negara 

untuk dapat mengatasi dampak buruk perubahan iklim 

dan mencapai pembangunan berkelanjutan (Tiffany, 

2019). Perubahan iklim adalah salah satu tantangan 

pembangunan berkelanjutan terbesar. Banyak kemajuan 

yang dicapai dalam mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan kemungkinan besar akan hancur akibat 

perubahan iklim. Banjir yang sering terjadi di Indonesia 

telah menghancurkan infrastruktur di Indonesia dan tidak 

sedikit biaya yang dihabiskan untuk membangun infra 

struktur tersebut.  

Oleh karena itu, mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim menjadi prioritas global yang segera harus 

dilaksanakan oleh semua negara sesuai dengan 

kemampuan masing-masing berdasarkan prinsip 

tanggung jawab bersama tapi beda dan menghormati 

perbedaan kemampuan (common but differentiated 

responsibility and respected capability) sebagaimana 
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yang diatur dalam United Nations Conventions 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

dan Paris Agreement (Charlotte, 2017). Laporan sintesa 

Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (The Intergovernmental 

Panel on Climate Change selanjutnya disebut IPCC) yang 

ke-6 Tahun 2023 menyatakan bahwa dampak perubahan 

iklim tidak terhindarkan (Hoesung, 2023). Tindakan 

mitigasi dan adaptasi secara simultan harus dilaksanakan 

saat ini dan seterusnya (WRI, 2023). Tindakan mitigasi 

yang dilakukan di berbagai negara diharapkan akan dapat 

mencegah dampak yang lebih serius perubahan iklim. 

 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

Mitigasi adalah segala usaha pengendalian untuk 

mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui 

kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau 

meningkatkan penyerapan gas rumah kaca (GRK) dan 

penyimpanan cadangan karbon dari berbagai sumber 

emisi. Bagi Indonesia, menurut perhitungan Kementerian 

Keuangan, kebutuhan pendanaan perubahan iklim 

mencapai Rp3.779 triliun jika mengikuti peta jalan 

Dokumen Kontribusi Nasional (National Determined 

Contribution selanjutnya disebut NDC). Anggaran yang 

dibutuhkan setiap tahunnya mencapai Rp200 triliun-

Rp300 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 7-11 persen 

anggaran belanja negara 2022. Angka tersebut bertambah 

menjadi Rp4.002 triliun pada tahun 2030. Total 

kebutuhan dana itu tercantum dalam Third Biennial 

Update Report (BUR) Tahun 2021 (Marihot, 2022). 

Sedangkan menurut Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (BAPPENAS) memperkirakan kerugian 
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ekonomi nasional yang ditimbulkan akibat dampak 

perubahan iklim dapat mencapai Rp 115 triliun pada 

tahun 2024 (Bappenas, 2021).   

Adapun adaptasi adalah upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri 

terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan 

kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat 

perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan 

oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan 

konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat 

diatasi. Paris Agreement mencantumkan tujuan adaptasi 

dalam Pasal 7 (1) yang menyatakan:  
“Parties hereby establish the global goal on 
adaptation of enhancing adaptive capacity, 
strengthening resilience and reducing 
vulnerability to climate change, with a view  to 
contributing to sustainable development and 
ensuring an adequate adaptation response in the 
context of the temperature goal referred to in 
Article 2.” 

Berdasarkan Pasal 7 (1) Paris Agreement, negara 

anggota harus menetapkan tujuan global adaptasi untuk 

meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan 

dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, 

dengan tujuan untuk berkontribusi terhadap 

pembangunan berkelanjutan dan memastikan respon 

adaptasi yang memadai dalam konteks tujuan 

pengurangan suhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.   

Negara berkembang dan kurang berkembang 

mengalami dampak perubahan iklim yang lebih serius  

dibandingkan dengan negara maju. Berbagai kesepakatn 

internasional telah diadopsi oleh Masyarakat 

Internasional untuk mengatasi masalah perubahan iklim.  

Pada tahun 1992 pada waktu diselenggarakannya KTT 
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Bumi (Earth Submit) di Rio de Janeiro Brazil telah 

diadopsi the United Nations Framework Convention on 

Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang 

Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut UNFCCC). 

Pada tahun 1997 untuk menindaklanjuti UNFCCC yang 

belum mengatur secara detail mekanisme pengurangan 

emisi, maka diadopsilah Protokol Kyoto pada tahun 1997 

yang mengtur tiga meknisme pengurangan emisi, yaitu 

trading emission, joint implementation dan clean 

development mechanism (CDM) yang berakhir pada 

tahun 2012, kemudian diadopsilah Paris Agreement pada 

tahun 2015 (Alexia, 2020). 

 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

Pertanyaan yang muncul adalah apakah berbagai 

kesepakatan internasional tersebut akan mampu untuk 

mengatasi dampak negatif perubahan iklim? Tentu saja 

hal ini akan tergantung pada political will masing-masing 

negara untuk mengimplementasikan ketentuan yang 

dimuat dalam berbagai kesepakatan tersebut dengan 

penuh tanggung jawab. Perubahan iklim telah 

menciptakan ketidakadilan iklim yang dihadapi umat 

manusia. Perubahan iklim, sebagian besar disebabkan 

oleh pola konsumsi tinggi di negara-negara paling 

makmur (“Global Utara”) yang mendatangkan 

malapetaka pada masyarakat rentan di negara-negara 

berpendapatan rendah dan menengah (Global Selatan). 

Hal inilah yang menciptakan ketidakadilan, karena 

masyarakat yang tidak berkontribusi banyak terhadap 

perubahan iklim mereka lebih menderita (Michael, 2012). 

Perubahan iklim menimbulkan ketidakadilan terhadap 

sebagian dari masyarakat termiskin di dunia dan mereka 
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akan menjadi pihak yang paling terkena dampaknya. Hal 

ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan antar generasi 

(intra generational equity).  

Masyarakat Indonesia dapat mengingat dampak 

menghancurkannya banjir di Jakarta pada awal tahun 

2020, yang menimbulkan kerugian bagi para pemangku 

kepentingan sebesar Rp5,2 triliun (Kementrian keuangan 

Kebebasan Fiskal, 2023). Di Indonesia, tantangan terkait 

iklim umumnya berbentuk bencana hidrometeorologi 

seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan kenaikan 

muka air laut.yang menyebabkan hilangnya beberapa 

pulau di Indonesia. Kebakaran hutan menyebabkan 

berkurangnya keanekragaman hayati secara drastis 

(Indonesia Energy Center, 2018). Hal ini tentu saja sangat 

merugikan masyarakat di Indonesia. Para nelayan 

Indonesia yang hidup di pesisir terancam kehilangan 

tempat tinggal dan mata pencaharian. Laporan IPCC  

membuktikan bahwa perubahan iklim telah berdampak 

pada ekosistem dan manusia di seluruh dunia. Perubahan 

iklim dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan 

manusia,dan keamanan pangan global, pembangunan 

ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan iklim (Paolo, 

2023). Tindakan untuk mengurangi emisi sangat penting 

dan mendesak untuk dilakukan guna menghindari bahaya 

perubahan iklim.  

Mitigasi dan adaptasi sangat penting untuk dilakukan 

dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Tingkatan 

adaptasi yang diperlukan bergantung pada keberhasilan 

kegiatan mitigasi. Masyarakat dapat beradaptasi dengan 

mempersiapkan tindakan tindakan adaptasi terhadap 

perubahan iklim (Dida, 2016). Negara maju mudah untuk 

melakukan mitigasi dan adaptasi akan tetapi negara 



11 

berkembang mengalami kesulitan untuk melakukan 

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, karena 

kurangnya dukungan finansial, teknologi dan capacity 

building (Julia, 2016). Perubahan iklim merupakan 

ancaman terbaru terhadap sistem pendukung kehidupan 

alami, dan mengancam tercapainya tujuan pembangunan 

berkelanjutan.  

Negara secara individual tidak akan mampu untuk 

memecahkan masalah perubahan iklim yang bersifat 

global. Banyak kemajuan yang dicapai untuk mencapai 

tujuan pembangunan berkelanjutan kemungkinan besar 

akan hancur akibat perubahan iklim. Dalam konteks 

banjir terjadi di Pakistan, para ahli memproyeksikan 

bahwa diperlukan waktu bertahun-tahun, bahkan 

mungkin puluhan tahun untuk menggantikan infrastruktur 

yang hilang (Anita, 2011). Mengatasi perubahan iklim 

memerlukan perubahan paradigma menuju strategi 

pembangunan rendah karbon yang sangat diperlukan 

untuk pembangunan berkelanjutan  

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang 

memerlukan kolaborasi semua negara. Dengan upaya 

bersama, kita dapat mengurangi dampak negatif  

perubahan iklim dan melindungi planet ini untuk 

kepentingan generasi yang akan datang. Hal ini sesuai 

dengan prinsip keadilan antar generasi (inter generational 

equity) sebagaimana sudah dicantumkan dalam 

Stockholm Declaration dan Rio Declaration. Dalam 

prinsip ini dinyatakan bahwa geneasi yang akan datang 

memiliki hak yang sama dengan generasi yang sekarang 

untuk menikmati berbagai macam sumber alam dengan 

pilihan, kualitas dan kemudahan akses sebagaimana yang 

dinikmati oleh generasi yang sekarang. Adaptasi dan 
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mitigasi harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk 

mengatasi tantangan perubahan iklim. Semakin dini dan 

efektif tindakan yang diambil, maka akan semakin besar 

peluang untuk mengurangi dampak negatif dari 

perubahan iklim tersebut (IEC, 2023). 

 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

Dalam Pidato Pengukuhan ini ada pertanyaan besar 

yang saya sampaikan: Apakah mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim dapat digunakan sebagai instrumen 

untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia? 

II. Dampak Perubahan Iklim 

Perubahan iklim mengakibatkan berbagai dampak 

serius terhadap negara berkembang sebetulnya dipicu 

oleh kegiatan industri yang jauh hari telah dilakukan oleh 

negara maju. Pola pembangunan negara maju di masa 

lampau yang tidak ramah lingkungan menyebabkan 

berbagai pencemaran baik di udara, air, dan darat. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa negara maju memiliki 

hutang ekologi terhadap negara berkembang (Gert & 

Erik,2008). Negara majulah yang seharusnya 

bertanggung jawab terhadap perubahan iklim global yang 

secara ekologis negara itu tidak ada batasnya, sehingga 

emisi karbon yang dikeluarkan di Amerika maupun di 

China akan terakumulasi di atmosfer. Akan tetapi secara 

hukum masing masing negara memiliki wilayahnya 

masing-masing sebagaimana tertera dalam peta wilayah 

nasional sebuah negara.  
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A. Dampak Perubahan Iklim di Berbagai Negara 

Negara dengan letak geografis yang berbeda tentu 

mengalami dampak perubahan iklim yang berbeda. 

Namun demikian dalam konteks perubahan iklim dampak 

yang diderita antara negara satu dan yang lainnya hampir 

memiliki karakteristik yang serupa. Berikut ini antara lain 

dampak perubahan iklim yang terjadi di berbagai  negara: 

Pertama, naiknya permukaan air laut diperkirakan 

akan menggenangi kawasan vital, seperti bandara 

internasional di ibu kota dalam 50 tahun mendatang. 

Selain itu, perubahan iklim telah berdampak terhadap hak 

asasi manusia. Berdasarkan Preamble (Pembukaan) Paris 

Agreement, Komisi Hak Asasi Manusi PBB mengakui 

bahwa perubahan iklim merupakan keprihatinan bersama 

umat manusia dan menyerukan kepada para pihak untuk 

menghormati, memajukan dan mempertimbangkan 

kewajiban perlindungan hak asasi manusia, seperti hak 

atas pangan, hak atas air, hak atas kesehatan, hak 

masyarakat adat, komunitas lokal, migran, anak-anak, 

penyandang disabilitas dan kelompok rentan, situasi dan 

hak atas pembangunan, serta kesetaraan gender, 

pemberdayaan perempuan dan keadilan antar generasi 

(Zackary, 2014). Dengan demikian hak asasi manusia 

harus menjadi perhatian bersama, karena memang tidak 

dapat diingkari bahwa dampak perubahan iklim sangat 

berpengaruh terhadap perlindungan hak asasi manusia 

tersebut.  

Kedua, dampak perubahan iklim di berbagai negara 

tidak hanya terhadap lingkungan saja, akan tetapi 

multidimensi, yang meliputi dampak ekonomi, sosial  dan 

budaya (Katherine, 2009). Dampak perubahan iklim tidak 

dapat diatasi oleh negara secara individual akan tetapi 



14 

sangat membutuhkan kerja sama internasional untuk 

menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, berbagai 

kesepakatan internasional telah diadopsi sebagai 

instrumen kerja sama dalam menangani masalah 

perubahan iklim yang dituangkan dalam UNFCCC, 

Kyoto Protocol, dan Paris Agreement. Pembangunan yang 

dibarengi dengan adanya eksploitasi sumber alam yang 

berlebihan telah mengakibatkan rusaknya berbagai 

sumber alam seperti terjadinya deforestasi yang tidak 

terkendali sehingga kemampuan hutan untuk menyerap 

emisi karbon dan mengeluarkan oksigen menjadi sangat 

berkurang.  

Ketiga, dampak dari tingkat emisi global saat ini 

tidak dapat diukur sepenuhnya, dan skenario terburuk 

akan menimbulkan konsekuensi yang sangat dahsyat. 

Dampak tersebut antara lain: (i) peningkatan emisi akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan 

global; (ii) kerugian akan terus bertambah seiring dengan 

kenaikan suhu; (iii) negara-negara yang paling terkena 

dampak kenaikan suhu adalah negara-negara termiskin di 

dunia, termasuk banyak wilayah di Afrika dan Asia 

(Atieno, 2018). Dampak yang berbeda ini tidak hanya 

berasal dari kedudukan geografi yang tidak 

menguntungkan, tetapi juga dari faktor-faktor seperti 

ketergantungan suatu negara terhadap pertanian dan 

sejauh mana negara tersebut mampu mengalihkan sumber 

daya untuk upaya pengurangan emisi. Oleh karena itu, 

tidak mengherankan jika dalam UNFCCC, Kyoto 

Protocol dan Paris Agreement memerintahkan negara 

anggotanya untuk melakukan mitigasi dan adaptasi 

terhadap perubahan iklim.  
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Keempat, dampak sosial budaya dari perubahan 

iklim, yaitu banyaknya orang yang tempat tinggalnya 

sering mengalami banjir menjadi tidak aman, sehingga 

mereka terpaksa harus mengungsi. Proses pengungsian ini 

menimbulkan akibat orang harus merelakan pergi dari 

tempat asalnya dan meninggalkan budaya yang 

dianutnya, sehingga kehidupan sosial mereka tidak 

nyaman. Misalnya, apa yang dialami oleh suku Inuit yang 

tinggal di Kutub utara (Flora, 2017). Suku Inuit  

mengajukan petisi pada tahun 2005 kepada Komisi Hak 

Asasi Manusia Inter-Amerika, yang diajukan ke 

Pengadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

IPCC, menggambarkan bagaimana pemanasan global 

telah menghancurkan es yang merupakan “sumber daya 

penting” bagi masyarakat Inuit. Mereka 

“menggunakannya untuk melakukan perjalanan ke lokasi 

berburu dan memanen serta untuk komunikasi antar 

komunitas.” Petisi tersebut selanjutnya menyatakan 

bahwa hilangnya ketebalan es telah membuat perjalanan 

dan perburuan menjadi lebih berbahaya bagi suku Inuit.  

Selain itu dampak perubahan iklim ini juga membuat 

kehidupan sehari-hari mereka menjadi lebih “sulit dan 

berbahaya” (Sophie, 2009).  

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

B. Dampak Perubahan Iklim di Indonesia 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia termasuk 

negara yang sangat rentan terkena bencana akibat  

perubahan iklim. Misalnya saja bencana banjir dan 

longsor. Pada tahun 2003-2005 saja telah terjadi 1.429 

kejadian bencana dan sekitar 53,3% adalah bencana 
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terkait dengan hidro-meteorologi (Bappenas danPNPB, 

2006). Sedangkan menurut Departemen Kelautan dan 

Perikanan, dalam dua tahun saja (2005 – 2007) Indonesia 

telah kehilangan 24 pulau kecil di Nusantara, dengan 

rincian sebagai berikut: tiga pulau di Nanggroe Aceh 

Darusalam, tiga pulau di Sumatera Utara, tiga di Papua, 

lima di Kepulauan Riau, dua di Sumatera Barat, satu di 

Sulawesi Selatan, dan tujuh di kawasan Kepulauan 

Seribu, Jakarta (Ministry of Environment).   

Sekitar 115 pulau sedang dan kecil di Indonesia 

terancam hilang atau tenggelam akibat naiknya 

permukaan air laut. Demikian disampaikan Peneliti Ahli 

Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Eddy 

Hermawan dalam sebuah diskusi di Jakarta, pada Kamis, 

16 September 2021 (CNNN Indonesia, 2023). Hilangnya 

pulau di Indonesia disebabkan karena naiknya permukaan 

air laut sebagai akibat perubahan iklim. Hal ini tentu saja 

sangat merugikan Indonesia dan terutama para nelayan 

yang hidup di pesisir, mereka terancam kehilangan tempat 

tinggal dan mata pencaharian.  

Tingkatan adaptasi yang diperlukan bergantung pada 

keberhasilan kegiatan mitigasi. Masyarakat dapat 

beradaptasi dengan mempersiapkan tindakan-tindakan 

adaptasi terhadap perubahan iklim. Adaptasi saja tentu 

tidak cukup, akan tetapi sangat diperlukan adanya 

tindakan mitigasi untuk melakukan pengurangan emisi 

GRK guna membatasi dampak yang ditimbulkannya. 

Sebagian besar ibu kota provinsi serta hampir 65 % 

penduduk Indonesia berada di wilayah pesisir (CNBC 

Indonesia, 2022). Indonesia rentan terhadap dampak 

perubahan iklim, khususnya yang disebabkan oleh 

kenaikan muka air laut serta penggenangan akibat banjir 
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di wilayah pesisir atau rob. Kenaikan muka air laut, selain 

menyebabkan dampak langsung berupa berkurangnya 

wilayah akibat tenggelam oleh air laut, rusaknya kawasan 

ekosistem pesisir akibat gelombang pasang, juga 

menimbulkan dampak tidak langsung berupa hilangnya 

atau berubahnya mata pencaharian masyarakat, 

khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir.   

Meningkatnya kejadian El Nino Southern Oscilation 

(ENSO) baik berupa La Nina maupun El Nino. Perubahan 

iklim telah meningkatkan frekuensi kejadian La Nina dan 

El Nino. Frekuensi kejadian El Nino dan La Nina yang 

normalnya 5–7 tahun dengan adanya perubahan iklim 

menjadi lebih sering 3-5 tahun (Pusat Krisis Kesehatan 

Kementrian Kesehatan RI, 2017). Fenomena ENSO 

khususnya El Nino memberikan dampak lanjutan berupa 

kejadian kebakaran lahan dan hutan yang menjadi 

permasalahan di berbagai wilayah di Indonesia.  

Perubahan iklim akan mengakibatkan penurunan 

ketersediaan air, perubahan produktivitas tanaman, dan 

hilangnya keanekaragaman hayati yang merupakan aset 

tidak ternilai yang dimiliki Indonesia. Perubahan iklim 

akan memberikan dampak pada kesehatan, kematian, 

ketahanan pangan, pola migrasi, ekosistem alami dan 

kesejahteraan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun 

nasional.  

Sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan 

alam yang yang melimpah, nasib nelayan Indonesia akan 

sangat memprihatinkan. Mereka akan kehilangan mata 

pencahariannya karena gelombang yang besar dan 

terjadinya abrasi laut yang cukup parah (Andy, 2022). 

Dampak perubahan iklim juga berpegaruh secara 

signifikan terhadap produk perikanan. Cuaca yag tidak 
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menentu menyebabkan nelayan sulit untuk menentukan 

waktu yang aman untuk melaut. Selain itu, dengan adanya 

perubahan suhu yang terjadi di laut juga mempengaruhi 

populasi ikan di wilayah perairan tertentu, karena ikan 

tersebut akan mencari tempat yang lebih nyaman. 

Perubahan iklim yang terjadi juga menyebabkan 

perputaran rentang geografis dan juga pola migrasi suatu 

spesies daratan dan laut, bahkan beberapa spesies bisa 

mengalami kepunahan. 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

C. Perubahan Iklim Mengancam Hak Asasi  

Banjir dan kekeringan yang terjadi di negara 

berkembang termasuk gelombang laut yang besar, 

kebakaran hutan semua disebabkan oleh perubahan iklim, 

yang sebetulnya rakyat di negara berkembang tidak 

berkontribusi banyak terhadap emisi yang terakumulasi di 

atmosfer. Hak asasi mereka untuk menikmati lingkungan 

hidup yang sehat, hak atas air bersih, hak atas tempat 

tinggal, dan hak atas pangan mereka terganggu sehingga 

tidak dapat dipenuhi. Perubahan iklim yang dipicu oleh 

berbagai kegiatan industri di negara maju yang sudah 

dimulai sejak negara tersebut sebagai penjajah, sehingga 

negara negara berkembang sebagai negara baru yang lahir 

setelah berakhirnya perang dunia kedua harus menaggung 

dampak negatif perubahan iklim.  

Perubahan iklim telah mengancam hak asasi manusia 

(HAM) bagi masyarakat yang kurang berketahanan baik 

di negara maju maupun berkembang. Di bidang hak asasi 

manusia, perubahan iklim, dan proyek-proyek iklim telah 

mengakibatkan pelanggaran hak bagi kelompok miskin 
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baik di negara maju maupun negara berkembang. Dewan 

Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(UNHRC) mengadopsi Resolusi 23/7 pada tanggal 28 

Maret 2008 (Deepa, 2018). Laporan tersebut menyatakan 

bahwa perubahan iklim memiliki implikasi terhadap hak 

asasi manusia. Resolusi tersebut didasarkan pada 

beberapa perjanjian sebelumnya, termasuk Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia, Internasional Kovenan 

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Kovenan 

Internasional tentang Perdata dan Hak Politik, (Samvel, 

2021) serta Deklarasi Wina dan Program Aksi  UNHRC. 

Resolusi membahas beberapa hak tertentu. Mereka 

menemukan bahwa perubahan iklim dapat berdampak 

pada hak untuk hidup, hak atas pangan, hak atas 

kesehatan, hak atas perumahan, dan lebih jauh lagi, hak 

untuk menentukan nasib sendiri. 

Dampak perubahan iklim berdampak langsung 

terhadap hak hidup yang diatur dalam Pasal 3 Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa 

“Everyone has the right to life, liberty and security of 

person”. Selain itu, Pasal 6 the International Covenant on 

Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang 

Hak Sipil dan Politik) menyatakan bahwa “Every human 

being has the inherent right to life. This right shall be 

protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of 

his life”. Demikian juga di Indonesia hak untuk hidup dan 

menikmati lingkungan hidup yang sehat diakui bukan saja 

sebagai hak asasi manusia tapi juga hak Konstitusi 

sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 H UUD’1945, 

Undang Undang HAM dan Undang Undang No 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Oleh karena itu, tidak dapat diabaikan bahwa 
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dampak perubahan iklim berdampak langsung terhadap 

hak-hak atas kehidupan termasuk hak yang tidak dapat 

dikurangi atau non-derogable right (Rosa, 2019). 

Berdasarkan hukum hak asasi manusia, negara 

berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan 

memenuhi (to respect, to protect and to fulfill). Namun 

demikian, dalam kasus perubahan iklim, tidak mungkin 

sebuah negara secara individual akan mampu untuk 

melaksanakan ketiga kewajiban tersebut. Perubahan iklim 

tidak bersifat lokal, akan tetapi bersifat global dan 

melibatkan banyak negara.  

Negara berkembang saat ini berfungsi sebagai 

sumber kredit emisi murah bagi negara-negara industri. 

Tujuan negara berkembang untuk mewujudkan hak 

mereka atas pembangunan masih merupakan aspirasi 

yang sulit dicapai dalam status quo global saat ini, di 

mana mereka mendukung peningkatan akumulasi 

kekayaan di pasar karbon yang menguntungkan negara 

maju (Amy, 2016). Para pendukung keadilan iklim perlu 

memanfaatkan norma dan standar tambahan, seperti 

akuntabilitas dan tanggung jawab sosial baik dari aktor 

publik maupun swasta dalam upaya mereka untuk 

memperluas platform yang dapat digunakan untuk 

menerapkan rezim iklim global yang adil. Instrumen 

karbon dengan harga terjangkau yang mengakui 

kontribusi negara-negara berkembang terhadap 

keseimbangan atmosfer dan mitigasi perubahan iklim 

melalui upaya perlindungan lingkungan, seperti forest 

account unit (FAU) dan biodiversity account unit (BAU) 

adalah beberapa cara praktis yang dapat mewujudkan 

keadilan.  
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Aktivis hak asasi manusia berpendapat bahwa 

pendekatan berbasis pasar terhadap perubahan iklim yang 

terutama didorong oleh keinginan dan keserakahan para 

pemodal dan bukan karena kekhawatiran untuk 

melakukan penanggulangan dampak negatif perubahan 

iklim. Kapitalisme iklim, seperti yang saat ini berlaku, 

mendiskriminasi mereka yang tidak mampu membayar 

dan memperlebar kesenjangan ekonomi antara negara 

maju dan negara berkembang (Julia, 2016). 

Meningkatnya kesenjangan dan kerentanan yang 

diakibatkan perubahan iklim merupakan inti dari seruan 

hak asasi manusia untuk keadilan iklim. Privatisasi akses 

emisi ke atmosfer di bawah model neo-liberal saat ini 

menciptakan hambatan bagi realisasi hak asasi manusia 

yang sudah diakui. Hal ini mendorong beberapa pakar 

untuk menyerukan pengakuan terhadap atmosfer sebagai 

warisan bersama umat manusia (common heritage of 

mankind). Dengan pendekatan hak asasi manusia 

diharapkan dapat memberikan pedoman untuk orientasi 

kebijakan yang mendorong kesetaraan (Edward, 2010).  

Pendekatan hak asasi manusia terhadap perubahan 

iklim menyerukan non-diskriminasi, partisipasi, 

transparansi, dan akuntabilitas terhadap semua pihak yang 

terlibat dalam proyek perubahan iklim, seperti misalnya 

dalam rangka untuk melakukan mitigasi dilaksanakanlah 

program reducing emissions from deforestation and forest 

degradation (REDD+) (David, 2013). Program REDD+ 

di negara berkembang banyak menuai protes masyarakat 

adat dan masyarakat lokal, karena dalam pelaksanaannya 

kadang-kadang melanggar hak masyarakat adat dan 

penduduk lokal sehingga menimbulkan konflik sosial dan 
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merampas tempat pencaharian masyarakat lokal 

(Maureen, 2016).   

Pelanggaran HAM dalam konteks perubahan iklim 

dapat terjadi dengan adanya perdagangan emisi yang 

sebagian besar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

yang tidak dapat dijangkau oleh undang-undang hak asasi 

manusia untuk mendapatkan ganti rugi, karena rezim hak 

asasi manusia menempatkan tanggung jawab pada negara 

bukan entitas swasta, sebagai pelindung hak asasi 

manusia. Peran penting yang dimainkan oleh korporasi 

dalam pasar karbon sebagai aktor non-negara berada di 

luar jangkauan hukum hak asasi manusia, meskipun sudah 

ada United Nations Global Compact yang menganjurkan 

korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, tapi 

karena United Nations Global Compact merupakan 

hukum yang tidak mengikat (soft law), sehingga sering 

terjadi pelanggaran. Sebagai contoh pelangaran yang 

dilakukan korporasi terhadap proyek Clean Development 

Mechanism (CDM) terjadi di proyek Bajo Aguán di 

Honduras yang dimiliki anak perusahaan Grupo Dinant 

Company (Atieno, 2018).  

Proyek Bajo Aguán bertujuan untuk memulihkan 

biogas dari limbah yang dihasilkan oleh pabrik kelapa 

sawit yang berlokasi di perkebunan milik perusahaan 

yang menjadi pusat perselisihan sengit yang telah 

menyebabkan kematian lebih dari 100 petani. Meskipun 

terdapat kematian dan laporan pelanggaran hak asasi 

manusia oleh penjaga keamanan pemilik perusahaan, 

Dewan CDM tetap mendaftarkan proyek tersebut dan 

memperoleh dana tanpa mempertimbangkan adanya 

pelanggaran HAM. International Finance Corporation 

(IFC), cabang sektor swasta dari Bank Dunia menjalankan 
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dan membiayai proyek tersebut. Dewan CDM, meskipun 

mencatat bahwa pelanggaran yang terjadi sangat 

menyedihkan, menyatakan bahwa mandatnya adalah 

untuk emisi gas rumah kaca dan oleh karena itu Dewan 

CDM tidak berdaya untuk menghentikan pendaftaran 

proyek atas dasar hak asasi manusia. 

Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis pasar 

lebih berpihak pada negara-negara dan institusi-institusi 

industri dibandingkan dengan non-industri. Hal ini 

mendasari sifat yang tidak seimbang dan hierarkis dalam 

penciptaan hak asasi manusia berdasarkan hukum 

internasional. Hal ini tentu saja menguntungkan negara 

maju yang lebih dominan kekuasaannya (Annecoos, 

2014). Pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti 

hak untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, hak 

atas air bersih, hak atas pangan, dan hak untuk bertempat 

tinggal telah terganggu bahkan terampas oleh perubahan 

iklim. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung 

jawab, sementara rakyat kecil yang miskin yang 

kehilangan hak-hak tersebut sangat minim sekali 

kontribusi terhadap perubahan iklim? 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

D. Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan yang dilakukan di berbagai negara 

tidak lepas dari dampak negatif baik berupa pencemaran 

atau kerusakan lingkungan. Pembangunan merupakan hak 

setiap negara, baik negara maju maupun negara 

berkembang sebagaimana dicantumkan dalam Resolusi 

Nomor 41/128 Majelis Umum PBB (Komisi Nasional 

Hak Asasi Manusia, 2013). Pola pembanguan yang 
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dilakukan oleh negara maju pada awalnya tidak 

berwawasan lingkungan dan antroposentris tanpa 

memperdulikan perlindungan lingkungan apalagi 

memperhatikan hak lingkungan sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Christopher D. Stone dalam bukunya 

yang berjudul “Should Trees Have Standing?”. Dalam 

buku ini Stone berpendapat bahwa benda-benda alam, 

seperti pohon, harus diberikan hak hukum melalui 

penunjukan wali khusus (guardian) yang ditunjuk untuk 

melindungi pohon ataupun obyek lain yang tidak dapat 

bersuara. Dalam konteks perubahan iklim tentu saja 

bukan hanya pohon saja yang harus diwakili 

kepentingannya, akan tetapi juga benda-benda abiotik 

seperti, laut, atmosfer yang dipenuhi dengan zat- zat 

pencemar.  

Upaya yang dilakukan untuk mengharmonisasikan 

dan menyeimbangkan antara pembangunan dan 

perlindungan lingkungan yaitu dengan pembentukan 

working group oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan 

Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1983, yang menunjuk 

Gro Harlem Brundtland Perdana Menteri Norwegia 

sebagai ketua the World Commission on Environment and 

Development (WCED). Prinsip pembangunan 

berkelanjutan mula-mula diperkenalkan oleh WCED 

yang dimuat dalam sebuah Report yang berjudul Our 

Common Future. WCED mendefinisikan pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) sebagai berikut: 
“Sustainable development meets the needs of 
the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own 
needs” (Stellina, 2021).  
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Dalam definisi tersebut, kata “kebutuhan” menjadi 

perhatian utama, jadi yang akan dipenuhi adalah 

kebutuhan, bukan keinginan. Kedua makna tersebut harus 

dibedakan. Kebutuhan dipenuhi sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan misalnya, pemenuhan tentang kebutuhan 

pokok sandang, pangan papan, harus dapat dipenuhi 

untuk dapat hidup normal. Namun, apabila keinginan 

yang akan dipenuhi, dimungkinkan akan mengakibatkan 

eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam 

untuk memenuhi keinginan manusia. Keinginan manusia 

tidak terbatas ibarat langit pun bukan batas keinginan 

manusia.  

Indonesia telah mengadopsi prinsip pembangunan 

berkelanjutan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 

1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup yang 

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan 

Lingkungan. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga  

pilar fundamental, yaitu perlindungan lingkungan, 

pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial, yang 

kemudian dikenal dengan triple bottom line. Konsep 

pembangunan berkelanjutan adalah kompromi antara 

pertumbuhan dan konservasi. Seluruh perdebatan seputar 

pembangunan berkelanjutan memperjelas bahwa 

pandangan antroposentris lebih kuat daripada pandangan 

ekosentris, (Yusuf, 2019). tetapi kepedulian lingkungan 

setidaknya telah menjadi bagian dari wacana 

pembangunan. 

Berbagai peraturan telah diterbitkan untuk 

mengintegrasikan dan mengimplementasikan prinsip 

pembangunan berkelanjutan, seperti dalam bidang 

perikanan, pertanian, dan kehutanan. Namun dalam 
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prakteknya, masih banyak terjadi pelanggaran dan 

ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan 

dan implementasinya. Selain itu, pemerintah telah 

berupaya untuk mengimplementasikan prinsip 

pembangunan berkelanjutan bahkan dimuat dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) akan 

tetapi, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) prinsip 

pembangunan berkelanjutan seolah-olah tidak 

diperhatikan lagi, karena Undang-Undang ini lebih 

mementingkan eksploitasi sumber alam tanpa 

memperhatikan perlindungan lingkungan dengan 

mempermudah masuknya investor asing ke Indonesia. 

Meskipun di sisi lain pemerintah berupaya dengan serius 

untuk mencapai tujuan pembanguanan berkelanjutan 

(SDGs) sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan 

Presiden No 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (JDIH, 

2022).  

IPCC menegaskan pentingnya mewujudkan keadilan 

iklim dan perlindungan hak asasi manusia yang termuat 

dalam Paris Agreement menyatakan bahwa pada setiap 

tindakan mitigasi, adaptasi, penanganan dan pemulihan 

atas kehilangan dan kerusakan, serta pembiayaan 

perubahan iklim (Daniel, 2016). Keadilan iklim adalah 

hal yang amat penting untuk menghindari ketimpangan 

yang dapat menguat sebagai implikasi dari tindakan 

mitigasi dan adaptasi yang tidak tepat (Daniel Bodansky, 

2016). Keadilan iklim akan terwujud jika pembangunan 
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berkelanjutan diimplementasikan dengan baik. Misalnya 

saja dalam pembangunan suatu proyek maka perlu adanya 

kajian lingkungan hidup startegis dan dilakukan Analisis 

Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) untuk 

memastikan bahwa suatu proyek tertentu tidak berdampak 

negatif terhadap lingkungan. Dilaksanakannya AMDAL 

sebelum proyek dilaksanakan merupakan upaya preventif 

untuk mencegah dampak negatif. Misal tentang konversi 

hutan dijadikan Perkebunan sawit, harus ada 

AMDALnya.  

Prinsip pembangunan berkelanjutan dapat dikatakan 

sejalan dengan ajaran Islam bahwa manusia sebagai 

khalifah di bumi berkewajiban untuk mewariskan 

berbagai sumber alam yang dapat dinikmati oleh generasi 

sekarang juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang 

akan datang. Prinsip pembangunan berkelanjutan dapat 

dikatakan sejalan dengan ajaran Islam bahwa manusia 

sebagai khalifah di bumi berkewajiban untuk mewariskan 

berbagai sumber alam yang dapat dinikmati oleh generasi 

sekarang juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang 

akan datang. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-

Qhashash (28) ayat 77 

Artinya:  
“Dan carilah pada apa yang Allah karuniakan 
kepada kamu negeri akhirat. tetapi janganlah 
engkau melupakan nasibmu di dunia ini. 
Berbuatlah kebaikan sebagai mana Allah telah 
berbuat kebaikan kepada kamu: dan janganlah 
kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berbuat kerusakan.” 
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Manusia sebagai khalifah di bumi berkewajiban 

untuk mengolah dan menjaga potensi alam untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap menjaga 

keseimbangan ekosistem dan tidak berbuat kerusakan.  

Dengan demikian berbagai sumber alam yang telah 

diciptakan Allah Swt tetap dalam kualitas yang bagus, 

dengan berbagai pilihan yang beragam dan mudah 

diakses. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan antar 

generasi (intergenerational equity) sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Edith Brown Weiss (Rachel, 2020). 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

E. Hubungan Pembangunan Berkelanjutan dan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  ke-13 

Pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip yang 

bersifat abstrak, sehingga memerlukan instrumen hukum 

untuk melaksanakannya. Selain itu, pelaksanaan prinsip 

ini juga diperlukan adanya suatu tujuan yang akan 

dicapai. Pada tahun 2015, diadopsilah komitmen 

internasional untuk melaksanakan dan mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development 

Goals selanjutnya disebut SDGs) (Stellina & Abhishek, 

2021).  Sebagai komitmen internasional, SDGs yang 

diadopsi pada tahun 2015 oleh Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) merupakan bagian 

dari agenda SDGs dimaksudkan untuk memberikan 

pedoman upaya pembangunan global selama lima belas 

tahun ke depan, antara tahun 2015 dan 2030 (Mitu, 2015). 

Tujuan tersebut menggantikan Tujuan Pembangunan 

Milenium (“MDGs”), yang berlaku selama tahun 2000 

hingga 2015. 
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Untuk membentuk formulasi SDGs yang dapat 

diterima secara luas, Majelis Umum PBB membentuk 

Kelompok Kerja Terbuka (Open Working Group 

selanjutnya disebut OWG) pada bulan Januari 2013. 

Kelompok ini menyelesaikan mandatnya dengan 

menerbitkan sebuah rancangan teks dengan 17 tujuan dan 

169 target, (John  & Scott, 2021) yang diajukan ke Majelis 

Umum PBB pada bulan September 2014 untuk dijadikan 

dasar negosiasi antar pemerintah menjelang pertemuan 

puncak bulan September 2015 untuk mengadopsi agenda 

pembangunan PBB pasca tahun 2015 ( Thomas, 2015) . 

Seperti halnya MDGs, SDGs juga merupakan sebuah 

pernyataan aspirasi, dan sebuah kesepakatan sukarela, 

bukan sebuah perjanjian yang mengikat. SDGs 

merupakan kesepakatan yang tidak mengikat (soft law) 

yang memiliki 17 target. Hal ini merupakan sebuah 

kerugian jika dilihat dari prospek kepatuhannya. Akan 

tetapi, hal tersebut juga sebuah peluang. Ketika tidak ada 

kewajiban yang mengikat secara hukum, negara mungkin 

bersedia untuk mengadopsi agenda yang lebih ambisius 

dalam ruang lingkup dan visinya.  

SDGs ke-13 “Take urgent action to combat climate 

change and its impacts" [mengambil tindakan cepat untuk 

mengatasi perubahan iklim] merupakan salah satu target 

SDGs yang akan dicapai. Ada beberapa titik temu antara 

SDGs dan Paris Agreement, seperti pencapaian SDG ke 

13 berdasarkan mitigasi perubahan iklim yang efektif 

dengan setidaknya 11 SDG tambahan yang terkait 

langsung atau tidak langsung dengan perubahan iklim. Di 

sisi lain, Paris Agreement menyoroti hubungan yang tidak 

dapat dipisahkan antara perubahan iklim dan akses yang 

setara terhadap pembangunan berkelanjutan dan 
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pemberantasan kemiskinan. Kerangka waktu SDGs akan 

dilaksanakan pada tahun 2015-2030, NDC yang ada saat 

ini  mencakup jangka waktu tahun 2025 atau 2030, 

dimana negara berkewajiban untuk melakukan revisi 

NDC-nya setiap lima tahun sekali (John, 2016).  

Perubahan iklim melemahkan upaya pemerintah 

untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan, karena dampak perubahan iklim dapat 

menyebabkan hancurnya infrastuktur yang sangat 

diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

menghambat perwujudan pembangunan berkelanjutan 

(Marie-Claire, 2016). Oleh karena itu, setiap kegagalan 

dalam mengatasi mitigasi perubahan iklim akan sangat 

melemahkan pencapaian pembangunan berkelanjutan ke-

13.  Mengingat gagasan “no one left behind” atau tidak 

meninggalkan siapa pun yang tertuang dalam Agenda 

SDGs 2030, dengan situasi kondisi kemampuan yang 

berbeda antara negara satu dan linnya, akan sulit untuk 

dicapai. Solusi yang diberikan oleh Paris Agreement, 

yaitu menerapkan prinsip common but differentiated 

responsibility and respective capability.  

SDGs 13 terkait dengan mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim mempunyai hubungan saling 

ketergantungan dengan keberhasilan implementasi NDC 

di masing-masing negara. Setiap negara harus 

memasukkan tindakan mitigasi dan adaptasi dalam NDC 

nya. Namun demikian, karena NDC bersifat sukarela 

rentan disalahgunakan oleh suatu negara. Negara dapat 

saja menentukan NDC yang tidak mencerminkan 

kemampuan pengurangan emisi yang ambisius suatu 

negara Gagasan “tidak meninggalkan siapa pun” dan 

Common but differentiated responsibility (CBDR) 
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sebagaimana diatur dalam Agenda Pembangunan 

Berkelanjutan menciptakan titik masuk yang valid untuk 

menafsirkan ulang CBDR dalam konteks penerapan NDC 

dalam Perjanjian Paris untuk mencapai SDGs 13 ( 

Rudiger, 2020).  

Indonesia telah menetapkan sasaran SDGs 

sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan 

Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Pemerintah telah menetapkan Sasaran SDGs yang 

selanjutnya disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB) Nasional Tahun 2024 yang disusun dengan 

mengacu pada panduan dan sasaran global TPB Tahun 

2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka 

menengah nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Presiden.   

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia 

untuk melaksanakan TPB, tujuan TPB  dimuat dalam 

Pasal 2 ayat 2 Presiden Nomor 111 Tahun 2022 sebagai 

berikut :  

1. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat secara berkesinambungan; 

2. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial 

masyarakat; 

3. Menjaga kualitas lingkungan hidup serta 

pembangunan yang inklusif; 

4. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga 

peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi 

ke generasi berikutnya. 

Berdasarkan PERPRES, hal tersebut merupakan  

tujuan yang sangat ideal yang perlu ditindaklanjuti 
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dengan upaya yang optimal dan penegakan hukum yang 

memadai jika terjadi pelanggaran terhadap asas 

pembangunan berkelanjutan dalam suatu proyek atau 

kegiatan baik itu dilakukan oleh masyarakat pada 

umumnya atau bahkan oleh pemerintah sendiri.  

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

F. Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Berdasarkan Paris Agreement 

Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan 

kewajiban bagi semua negara baik negara maju maupun 

berkembang untuk mengatasi dampak negatif perubahan 

iklim. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bukanlah hal 

yang murah, akan tetapi memerlukan biaya yang sangat 

mahal (costly). Oleh karena itu dalam pelaksanaan 

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, 

memerlukan kerja sama internasional dan regional, 

bahkan di level nasional diperlukan kerja sama semua 

pemangku kepentingan (stakeholders) baik pemerintah, 

korporasi dan masyarakat. Dukungan dari negara maju 

sangat diperlukan untuk fasilitasi dana, alih teknologi, dan 

peningkatan capacity building Hal ini sebagai wujud dari 

pelaksanaan prinsip tanggung jawab bersama tapi beda. 

(Fabio, 2010). 

Mitigasi perubahan iklim merupakan kewajiban 

setiap negara anggota untuk melaksanakan  dan 

mengintegrasikan dalam komitment nasional yang sudah 

ditentukan dalam NDC (Frédéric, 2022). Akan tetapi, 

untuk menjamin apakah sebuah negara memang 

menentukan target pengurangan emisi secara ambisius 

dan signifikan sulit untuk dibuktikan, karena negara lain 
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berdasarkan  kedaulatan yang dimiliki tidak dapat 

mencampuri kebijakan yang dibuat suatu negara termasuk 

dalam penentuan target NDCnya. Pasal 4 (2) Paris 

Agreement menyatakan:  
 
“Each Party shall prepare, communicate and 
maintain successive nationally determined 
contributions that it intends to achieve. Parties 
shall pursue domestic mitigation measures, 
with the aim of achieving the objectives of such 
contributions.” 

 

Berdasarkan Pasal 4 (2) negara anggota harus 

menentukan komitmen nasional yang akan dicapai 

(NDC). Dalam menentukan NDC harus disertai dengan 

tindakan mitigasi untuk mencapai pengurangan emisi 

yang sudah ditentukan.  

Paris Agreement menggunakan pendekatan “bottom 

up”, (Daniel, 2016). yang berbeda dengan Kyoto Protocol 

yang bersifat top down. Hal ini terwujud dalam penentuan 

NDC yang dilakukan masing masing negara merupakan 

komitmen pengurangan emisi ambisius yang bersifat 

sukarela sehingga tidak bersifat mengikat dalam 

pengurangan emisi. Setiap negara memiliki kebebasan 

untuk menentukan target pengurangan emisi dalam 

jangka 5 tahun dan akan ditinjau kembali setelah 5 tahun. 

Namun demikian NDC ini memiliki kelemahan karena 

dasarnya sukarela dalam menentukan target pengurangan 

emisi. Bagi negara yang tidak memiliki komitmen yang 

bagus dalam menentukan NDCnya, negara tersebut dapat 

menentukan target dibawah kemampuannya, sehingga 

tujuan pengurangan emisi yang signifikan dan ambisius 

tidak akan tercapai (Jennifer, 2016). Oleh karena itu 

sangat dikuatirkan, ketentuan NDC yang bersifat sukarela 
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ini akan mengulang kegagalan Kyoto Protokol dalam 

pengurangan emisi. 

Paris Agreement juga mengatur mekanisme 

pengurangan emisi dengan mekanisme pendekatan pasar 

dalam Pasal 6 (4 ) yang menetapkan mekanisme serta 

aturan main perdagangan karbon secara internasional di 

bawah UNFCCC. Pasal ini mengatur perdagangan kredit 

karbon dari pengurangan emisi dari proyek-proyek yang 

disetujui. Mekanisme tersebut mirip dengan Clean 

Development Mechanism (CDM). Sebagai contoh kredit 

karbon dari proyek pembangunan di Indonesia dapat 

dijual ke pihak asing, baik swasta maupun pemerintah, 

dan akan digunakan dalam pemenuhan kewajiban 

penurunan emisi mereka (Indonesia Reserch Institute for 

Decarbonization, 2022).  

Pasal 6 (8) yang menekankan pentingnya kerja sama 

antar negara dalam aksi iklim, baik aksi mitigasi maupun 

adaptasi. Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk 

dukungan pendanaan, kerja sama teknologi dan 

peningkatan kapasitas ini tidak mengakomodasikan 

transfer unit hasil aksi mitigasi maupun aksi adaptasi. 

Berdasarkan Pasal 6 (8) diharapkan akan banyak kerja 

sama, baik berupa aksi mitigasi maupun aksi adaptasi 

yang didukung oleh pemerintah negara maju atau badan 

internasional yang  unit reduksi emisinya dapat digunakan 

komitmen NDC. 

Kewajiban mitigasi yang dilakukan oleh negara maju 

tentu saja berbeda dengan kewajiban yang harus 

dilakukan oleh negara berkembang. Perbedaan kewajiban 

ini merupakan implementasi prinsip CBDR yang 

dicantumkan  dalam UNFCCC, Rio Declaration, Kyoto 

Protokol dan Paris Agreement. Mekanisme implementasi 
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prinsip CBDR dalam Paris Agreement harus didukung 

oleh semua negara anggota sehingga dapat dilaksanakan 

dengan baik. Pembagian tanggung jawab yang berbeda 

antara negara maju dan negara berkembang dalam 

pelaksaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim  

dilaksanakan dengan beberapa pendekatan baik dengan 

pendekatan pasar maupun pendekatan non pasar (Railla, 

2021).  

Mitigasi sebagai tindakan preventif untuk mencegah 

dampak negatif perubahan iklim harus diintegrasikan 

dalam NDC masing masing negara sesuai  dengan 

kemampuan masing masing (John, 2016). Namun 

demikian, tidak dapat diingkari bahwa negara 

berkembang kesulitan dalam dukungan finansial, 

teknologi dan juga capacity building dalam melakukan 

mitigasi. Mitigasi dan adaptasi sebagai tindakan yang 

siknifikan untuk mengatasi dampak negatif perubahan 

iklim menjadi tindakan yang harus dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab. Secara lebih khusus Paris 

Agreement mengatur ketentuan mitigasi melalui 

Mekanisme Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Mechanism selanjutnya disebut SDM) yang 

diatur dalam Pasal 6 (4) bertujuan: 

1. Untuk mendorong mitigasi emisi gas rumah kaca 

sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan; 

2. Untuk memberi insentif dan memfasilitasi partisipasi 

dalam mitigasi emisi gas rumah kaca oleh badan 

publik dan swasta yang diberi wewenang oleh suatu 

pihak; 

3. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengurangan 

tingkat emisi di pihak tuan rumah, yang akan 

memperoleh manfaat dari kegiatan mitigasi yang 
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menghasilkan pengurangan emisi yang juga dapat 

digunakan oleh Pihak lain untuk memenuhi 

kontribusi yang ditentukan secara nasional; dan 

4. Untuk mencapai mitigasi emisi global secara 

menyeluruh. 

Tujuan Paris Agreement akan tercapai kalau mitigasi 

dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan dengan baik 

dan didukung dengan adanya kebijakan iklim yang 

kondusif, dukungan finansial yang memadai, alih 

teknologi dari negara maju ke negara berkembang dan  

peningkatan kemampuan (capacity building) negara 

berkembang dalam melakukan mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim. 

Mitigasi melalui SDM harus dipastikan bahwa 

proyek-proyek yang berdampak terhadap perubahan ilkim 

mematuhi prinsip-prinsip yang dimuat dalam Paris 

Agreement seperti misalnya integritas ekologi, 

penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan 

iklim (Rosa, 2026). Dalam konteks iklim, AS merupakan 

penghasil emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi yaitu 

sebesar 16,5 metrik ton per kapita pada tahun 2014, 

sedangkan Tuvalu pada tahun 2014 merupakan penghasil 

emisi yang dapat diabaikan, yaitu sebesar 1 metrik ton per 

kapita.  

Semua negara berkembang, termasuk negara-negara 

yang merupakan penyerap karbon bersih, seharusnya 

diterapkan persyaratan yang sama dalam menerapkan 

batasan emisi. Pendekatan dalam SDM adalah dengan 

menciptakan hak investasi karbon (carbon investment 

right/ CIR) baik untuk negara maju maupun negara 

berkembang yang memiliki hak investasi karbon  

didasarkan pada basis per kapita (PC) dan perlindungan 
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kekayaan sumber daya alam (PNRE). Sistem ini akan 

bekerja dengan mengalokasikan CIR berdasarkan 

populasi suatu negara; semakin besar populasi suatu 

negara dan semakin banyak sumber daya alam yang 

dimiliki suatu negara, semakin banyak pula CIR yang 

dialokasikan.  

Pembangunan berkelanjutan menyiratkan perlunya 

negara-negara industri mengurangi emisi gas rumah kaca 

(GRK) mereka untuk mengatasi perubahan iklim, akan 

tetapi tetap memberikan kesempatan bagi negara-negara 

berkembang untuk melakukan Pembangunan dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Negara-negara 

berkembang akan terus melakukan pembangunan untuk 

mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, negara 

berkembang memerlukan lebih banyak ruang yang 

menghasilkan polusi di atmosfer. Jika kita ingin 

mengatasi perubahan iklim secara efektif, pembangunan 

di negara-negara berkembang harus berkelanjutan, 

sehingga memungkinkan negara-negara berkembang juga 

berpartisipasi dalam pengurangan emisi (Jacob, 2022). 

Penyediaan bantuan teknologi, peningkatan kapasitas, 

dan keuangan kepada negara-negara berkembang melalui 

dana yang dibentuk berdasarkan rezim perubahan iklim 

dan lembaga-lembaga lainnya akan menjadi elemen 

paling mendesak untuk memfasilitasi partisipasi negara-

negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim 

dengan mengambil tindakan mitigasi.  

Mekanisme Pembangunan Berkelanjutan dalam 

Perjanjian Paris berakar pada CDM dalam Protokol 

Kyoto. CDM memungkinkan negara-negara yang 

memiliki komitmen pengurangan emisi berdasarkan 

Protokol Kyoto untuk melaksanakan proyek mitigasi di 
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negara-negara berkembang guna memperoleh kredit 

Pengurangan Emisi Bersertifikat yang diperhitungkan 

dalam target mereka sendiri (Astrid, 2010). Sistem ini 

membuka jalan bagi negara-negara anggota Kyoto 

Protokol untuk mencapai target mereka pada tingkat yang 

lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah, sekaligus 

memberikan manfaat pembangunan berkelanjutan bagi 

negara-negara berkembang.  

Namun demikian,  CDM banyak dikritik karena gagal 

menghormati sejumlah hak asasi manusia yang bersifat 

prosedural, seperti hak berpartisipasi, akses terhadap 

informasi, persetujuan terlebih dahulu dan 

diinformasikan, serta perlindungan yang setara dalam 

proses pengembangan proyek. Hak asasi manusia 

substantif juga terkena dampaknya. Misalnya saja,  hak-

hak masyarakat adat dan hak atas properti. Faktanya, telah 

ditetapkan bahwa perpindahan akibat kegiatan mitigasi 

dan adaptasi perubahan iklim berdampak negatif terhadap 

beberapa juta orang setiap tahunnya. Kritik lain terhadap 

CDM adalah penetapan prioritasnya keuntungan finansial 

dibandingkan manfaat pembangunan berkelanjutan. 

Mengingat bahwa hal ini terutama merupakan mekanisme 

pasar, para pendukung cenderung memprioritaskan 

keuntungan finansial daripada keberlanjutan, dan oleh 

karena itu tidak mengherankan jika proyek-proyek yang 

memiliki skor tinggi pada indikator pembangunan 

berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan efisiensi 

energi tidak kompetitif di pasar CDM.  

Pada tahun 2018, Dewan Green Climate Fund (GCF)  

mengadopsi dua kebijakan tambahan: Kebijakan 

Lingkungan dan Sosial (ESP) dan Kebijakan Masyarakat 

Adat (IPP). ESP adalah serangkaian prosedur yang 
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membantu GCF “mengidentifikasi, menganalisis, 

menghindari, meminimalkan, dan memitigasi potensi 

dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial dari 

kegiatan pendanaan iklim.” Berdasarkan kebijakan ini, 

semua kegiatan GCF harus menghindari atau memitigasi 

dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan, 

meningkatkan akses yang adil terhadap manfaat 

pembangunan, dan memberikan pertimbangan yang tepat 

terhadap kelompok rentan yang terkena dampak buruk 

(Zackary, 2014). atau mungkin terkena dampak dari 

kegiatan tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga 

mempertimbangkan, dan berupaya untuk membatasi, 

kemungkinan kerugian lintas batas dan memberikan 

pentingnya kesetaraan gender dan inklusivitas pemangku 

kepentingan. 

Di sisi lain, IPP berupaya untuk memastikan bahwa 

masyarakat adat “mendapatkan manfaat dari kegiatan-

kegiatan dan proyek-proyek GCF dengan cara yang sesuai 

dengan budaya dan tidak mengalami kerugian atau 

dampak buruk dari perancangan dan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan tersebut. IPP juga menyoroti 

keterlibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan, 

dengan perhatian yang diberikan kepada pengetahuan 

tradisional. Dengan demikian akan menimbulkan sense of 

belonging masayarakat adat terhadap proyek tersebut, 

sehingga mereka berpartisipasi dengan penuh tanggung 

jawab.  
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Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

G. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di 

Indonesia 

Perubahan iklim dan ancaman terbaru terhadap 

sistem pendukung kehidupan alami telah meningkatkan 

fokus pada kerja sama internasional, pembangunan 

berkelanjutan, dan semakin terbatasnya kedaulatan negara 

dalam rangka memecahkan masalah-masalah global ini. 

Perubahan iklim adalah salah satu tantangan 

pembangunan berkelanjutan terbesar. Banyak kemajuan 

yang dicapai dalam mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan kemungkinan besar akan hancur akibat 

perubahan iklim. Dalam konteks banjir yang baru-baru ini 

terjadi di Pakistan, para ahli memproyeksikan bahwa 

diperlukan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin 

puluhan tahun, untuk menggantikan infrastruktur yang 

hilang.  

Banjir yang sering terjadi di Indonesia juga telah 

menghancurkan infrastruktur di Indonesia dan tidak 

sedikit biaya yang dihabiskan untuk membangun infra 

struktur tersebut. Menurut Bhima Yudhistira, peneliti di 

Institute For Development of Economics and Finance 

(INDEF), pada awal tahun 2020 kerugian banjir di Jakarta 

dan sekitarnya diperkirakan melebihi Rp10 triliun (BBC 

News, 2020). Dampak perubahan iklim di Indonesia tidak 

hanya itu saja, pola iklim yang berubah telah 

menghilangkan mimpi petani untuk panen dan mimpi 

nelayan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, 

karena gelombang laut yang tinggi menghambat meeka 

untuk pergi melaut. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 

menjadi program yang sangat diperlukan untuk semua 
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negara, termasuk Indonesia. Bahkan dalam 

perkembangannya di masyarakat internasional timbul 

perdebatan bahwa dampak perubahan iklim selain 

mengancam pembangunan berkelanjutan juga 

mengancam hak asasi manusia, antara lain hak menikmati 

lingkungan hidup yang sehat, hak atas pangan, hak atas 

air bersih dan hak atas tempat tinggal. 

Pada tahun 2016, Indonesia membuat Nationally 

Determined Contribution (NDC) dan Progress. 

Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan 

bagian penting dari Persetujuan Paris (Paris Agreement) 

yang berisi pernyataan komitmen negara pihak melalui 

Kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim 

(United Nations Framework Convention on Climate 

Change/UNFCCC). Sebagai tindak lanjut pernyataan 

komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Presiden RI 

pada COP-21, Indonesia telah meratifikasi Paris 

Agreement dengan UU No 16/2016 pada tanggal 24 

Oktober 2016. 

Salah satu isu kontemporer dalam perdebatan 

dampak perubahan iklim adalah keadilan iklim. Dalam 

hal ini, adalah perlunya mengantisipasi, mencegah dan 

mengatasi potensi pelanggaran hak asasi manusia yang 

mendasar akibat proyek-proyek yang dilakukan untuk 

memerangi perubahan iklim ('proyek iklim'). Proyek 

iklim, khususnya Mekanisme Pembangunan Bersih 

(CDM) dan Pengurangan Perubahan Iklim Proyek Emisi 

dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+), semakin 

dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. 

Perampasan lahan, pemindahan paksa, marginalisasi, 

pengucilan dan represi pemerintah, terutama di negara-

negara berkembang (Lee Godden & Maureen, 2016). 
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Namun demikian, meskipun ada seruan yang meningkat 

agar rezim iklim internasional untuk melakukan hal yang 

sama, mengatasi dampak negatif aksi iklim terhadap hak 

asasi manusia, kerangka hukum dan kelembagaan untuk 

mengatasi dampak tersebut belum dikembangkan dan 

dikomunikasikan secara mendalam (Damilola, 2016).  

Hanya dengan mengintegrasikan paradigma 

pembangunan berkelanjutan dengan cara yang lebih 

efektif ke dalam hukum internasional dan domestik, 

dampak perubahan iklim tertentu yang tidak dapat diubah 

dapat dihindari. Meskipun terjadi kemunduran dalam 

perundingan internasional seperti yang terjadi di 

Kopenhagen, hukum internasional mempunyai peran 

penting dalam menawarkan kerangka hukum yang dapat 

mendorong gerakan menuju pembangunan berkelanjutan. 

Prinsip pembangunan berkelanjutan, meskipun tidak 

mengikat secara hukum, merupakan inti dari interpretasi, 

implementasi, dan pengembangan lebih lanjut rezim 

perubahan iklim. Bahkan dalam beberapa kasus prinsip 

pembangunan berkelanjutan sudah diakui sebagai hukum 

kebiasaan internasional (customary international law). 

Sebagai implikasi hukumnya, prinsip pembagunan 

berkelanjutan harus terintegrasi dalam semua proyek yang 

dibuat dan terintegrasi dalam peraturan perundang 

undangan suatu negara. Mengatasi perubahan iklim 

memerlukan perubahan paradigma menuju strategi 

pembangunan rendah karbon yang sangat diperlukan 

untuk pembangunan berkelanjutan (Susan, 2019).  
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Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

H. Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia 

Mitigasi dan perubahan iklim merupakan hal yang 

sangat penting dalam mengatasi masalah perubahan 

iklim. Bagi sebagian masyarakat, mitigasi perubahan 

iklim sebenarnya juga telah menjadi bagian dari 

kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak, banyak orang 

yang tanpa disadari telah berpartisipasi dalam mitigasi 

perubahan iklim, seperti masyarakat yang gemar 

melakukan penghijauan dengan aneka jenis tanaman. 

Secara sederhana mereka telah berkontribusi terhadap 

pengurangan emisi karbon. Di tingkat internasional 

mitigasi perubahan iklim telah dilakukan melalui 

mekanisme sebagaimana yang diatur dalam UNFCCC 

meskipun masih bersifat umum, ditindak lanjuti dengan 

Protokol Kyoto yang kemudian digantikan oleh Paris 

Agreement seperti Joint implementation trading emission 

dan clean development mechanism. Upaya serius 

Indonesia untuk meningkatkan komitmen ketahanan 

terhadap perubahan iklim dilaksanakan melalui Rencana 

Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) 

tahun 2014 (Ved, 2010).  

Selama dua dekade terakhir berdasarakan kenaikan 

peringkat Global Climate Risk Index (CRI) Indonesia 

dinyatakan memiliki kerentanan yang cukup tinggi akan 

dampak perubahan iklim. Pada tahun 2050 diperkirakan  

kerugian ekonomi yang terjadi akibat dampak perubahan 

iklim mencapai 1,4 persen dari nilai PDB saat ini (Badan 

Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia, 2019). Menyadari risiko perubahan iklim yang 

semakin meningkat dan mempengaruhi berbagai aspek 
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kehidupan masyarakat, Pemerintah Indonesia melakukan 

usaha pengendalian perubahan iklim termasuk di 

antaranya berkontribusi aktif pada perundingan dan 

pencapaian kesepakatan di tingkat global.  

UNFCCC, Protokol Kyoto dan Paris Agreement 

merupakan landasan hukum untuk melakukan mitigasi 

perubahan iklim berskala internasional dan nasional. 

Sebagai tindak lanjut untuk melakukan mitigasi, 

Indonesia juga membuat Rencana Aksi Nasional 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) tahun 

2011 dan Nationally Determined Contribution (NDC) 

tahun 2016. Perjanjian Paris mengharuskan Indonesia 

untuk menguraikan dan mengkomunikasikan aksi 

ketahanan iklim pasca-2020 dalam dokumen Kontribusi 

yang Ditetapkan secara Nasional dan diserahkan kepada 

Sekretariat UNFCCC. Dokumen NDC menetapkan target 

pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, yakni 

sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% 

bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) 

pada tahun 2030 yang sudah diperbarui pada bulan 

September 2022, dengan meningkatkan komitmennya 29 

% menjadi 31,89 % tanpa syarat dan 41% menjadi 43,20% 

dengan syarat ada dukungan internasional ( Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). 

Definisi mitigasi Perubahan iklim dapat ditemukan 

dalam berbagai peraturan di Indonesia. Salah satunya 

definisi mitigasi yang dimuat dalam Peraturan Presiden 

Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai 

Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi 

yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi 

Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional Pasal 1 

ayat (6), yang menyatakan: 
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Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha 
pengendalian untuk mengurangi risiko 
akibat perubahan iklim melalui kegiatan 
yang dapat menurunkan emisi atau 
meningkatkan penyerapan GRK dan 
penyimpanan/penguatan cadangan karbon 
dari berbagai sumber emisi. 

 

Di level nasional dapat diketahui bahwa konsentrasi 

GRK di atmosfer mulai meningkat dari waktu ke waktu. 

Oleh karena itu diperlukan upaya mitigasi yang serius dan 

sungguh-sungguh dari seluruh lapisan masyarakat 

internasional. Beberapa upaya praktis yang dapat 

dilakukan  untuk melakukan mitigasi agar laju perubahan 

iklim dan pemanasan global dapat diperlambat antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengkonsumsi barang berdasarkan kebutuhan, 

bukan menuruti kemauan. 

2. Menanam pohon. 

3. Melestarikan keanekaragaman hayati. 

4. Menghemat penggunaan air dan listrik. 

5. Lakukan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 

6. Membatasi penggunaan kertas maupun pupuk 

organik. 

7. Mengurangi penggunaan gas aerosol. 

8. Melakukan penghijauan atau reboisasi. 

9. Menggunakan peralatan elektronik hemat energi. 

10. Menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki 

atau naik sepeda. 

11. Konsumsi barang berdasarkan kebutuhan, bukan 

kemauan (Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian 

Kesehatan RI, 2020). 
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Aksi mitigasi ini selain dilakukan oleh individu-

individu, di level negara  juga dilakukan oleh pemerintah 

per sektor yang telah ditentukan. Berikut ini antara lain 

aksi mitigasi yang dilakukan oleh sektor Kehutanan 

sebagaimana yang tercantum dalam dokumen National 

Determined Contributions (NDCs) adalah:  

1. Pencegahan Penurunan Tutupan Hutan Alam atau 

Konversi Hutan Alam  (Penurunan Laju Deforestasi 

dan Degradasi). 

2. Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan 

(Sustainable Forest Management).  

3. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). 

4. Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa 

penebangan). 

5. Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan 

Rotasi). 

6. Restorasi Gambut. 

7. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 

8. Pemulihan Lahan Gambut (Direktorat Jenderal 

Pengendalian Perubahan Iklim, 2018).  

Aksi mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia tidak hanya dalam satu sektor saja akan tetapi 

dalam beberapa sektor, selain sektor Kehutanan mitigasi 

yang dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan di sektor 

pertanian. Pedoman Mitigasi di sektor pertanian 

sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NDC 

adalah: 

1. Penggunaan varietas rendah emisi di lahan sawah. 

2. Penerapan sistem pengairan sawah lebih hemat air. 

3. Pemanfaatan limbah ternak untuk biogas. 

4. Perbaikan suplemen pakan. 
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5. Pemanfataan kayu dan limbah perkebunan saat 

peremajaan. 

6. Penerapan praktik pertanian yang baik. 

7. Peningkatan pemanfaatan lahan tidak produktif dan 

rendah karbon untuk ekstensifikasi. 

8. Pengurangan permintaan lahan berhutan untuk 

Perkebunan (Direktorat Jenderal Pengendalian 

Perubahan Iklim, 2018).   

Pada waktu diselenggarakannya  COP 26 UNFCCC 

Glasgow, para peserta  dari negara-negara UNFCCC, 

berhasil menyepakati menyepakati berbagai hal, 

khususnya Paris Rules Book. Dokumen ini menjadi 

petunjuk pelaksanaan implementasi Paris Agreement 

dalam berbagai sektor, termasuk dalam Pengelolaan 

Hutan Lestari (Kementerian Pekerjaan Umum  dan 

Perumahan Rakyat, 2024). Letak Indonesia yang strategis 

dengan luas hutan tropis yang begitu luas memiliki arti 

penting dalam perspektif perubahan iklim. Hutan tropis 

Indonesia memiliki fungsi penting dalam mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim global. Kekayaan sumber daya 

alam Indonesia yang beraneka ragam laut, mineral, hutan, 

gambut energi dan sebagainya, memiliki potensi serapan 

dan simpanan karbon yang sangat besar (Ibid). 

Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tentu saja 

membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu 

pemerintah mendirikan “the Indonesian Climate Change 

Trust Fund (ICCTF)” pada tahun 2009 (Kementerian 

PPN/ Bappenas, 2017) dalam rangka untuk mendukung 

mitigasi dan adadtasi di Indonesia. ICCTF bagi 

Pemerintah Indonesia merupakan instrumen penting 

untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim dalam RAN/RAD-GRK dan RAN API. 
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United Nations Development Programme (UNDP) 

memfasilitasi pemerintah Indonesia dalam pembentukan 

ICCTF sebagai pengelola dana interim untuk mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim. Pada tahun 2013, ICCTF 

menjadi salah satu Satuan Kerja di Kementerian 

PPN/Bappenas melalui Peraturan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 3 Tahun 2013 

(Ibid).  Sejak didirikan pada tahun 2009, ICCTF telah 

berhasil mendanai proyek-proyek mitigasi dan adaptasi 

secara nasional melalui implementasi 63 proyek yang 

tersebar di 19 provinsi di Indonesia (Ibid). 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

I. Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia  

Strategi preventif dan represif dalam pengendalian 

perubahan iklim dalam mencegah terjadinya dampak 

yang luar biasa akibat perubahan iklim. Strategi 

pengendalian dampak secara preventif dan represif adalah 

dengan melakukan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi adalah 

upaya penanggulangan untuk menghadapi tantangan dan 

mengambil langkah untuk menghindari ancaman. Adapun 

yang dimaksud adaptasi terhadap perubahan iklim adalah 

upaya upaya untuk mengatasi dampak negatif perubahan 

iklim (Ari & Arif, 2015).  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 

2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon 

untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan 

secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah 

Kaca dalam Pembangunan Nasional, Adaptasi Perubahan 

Iklim yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 9 adalah:  
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“Upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam 

menyesuaikan diri terhadap perubahan 

iklim, termasuk keragaman iklim dan 

kejadian ekstrem sehingga potensi 

kerusakan akibat perubahan iklim 

berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh 

perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan 

konsekuensi yang timbul akibat perubahan 

iklim dapat diatasi.” 

Adaptasi sebagai suatu tindakan yang responsif untuk 

mengatasi dampak negatif perubahan iklim telah 

dilakukan juga oleh Dinas Pekerjaan umum (Departemen 

Pekerjaan Umum, 2007). Misalnya saja:  

a. Bidang Tata Ruang 

1. Mengupayakan ruang terbuka hijau di area 

perkotaan dan kawasan hutan dan untuk daerah 

aliran sungai minimal 30 % dari luas masing-

masing wilayah. 

2. Sosialisasi pedoman penataan ruang. 

b. Bidang Sumber Daya Air 

1. Meningkatkan efisiensi air dalam bidang irigasi. 

2. Membangun dan meningkatkan jaringan air baku. 

3. Mengintegrasikan waduk-waduk yang lokasinya 

pada satu sungai. 

4. Penanaman pohon bakau. 

5. Perlu dikembangkan teknologi yang dapat 

memanfaatkan air laut menjadi air yang dapat 

diminum.  
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Sebagai negara kepulauan tentu saja dampak 

perubahan iklim juga menimpa wilayah pesisir. Potensi 

dampak yang sangat serius akan terjadi di daerah pesisir 

jika muka air laut mengalami kenaikan yang tidak dapat 

dikendalikan (Nurlaili, 2012). Pergeseran pola musim  

berpengaruh sekali pada kesulitan nelayan 

memperkirakan tingginya gelombang dan angin. Hal 

tersebut akan membahayakan kehidupan nelayan. 

Isu perubahan iklim global dengan berbagai 

dampaknya siap mengancam investasi, sarana, dan 

prasarana yang telah dan akan dibangun. Karena itu, tak 

ada cara lain, saatnyalah bagi kita secara bersama-sama 

mengantisipasi perubahan iklim. Salah satu kunci paling 

mujarab dan terbukti efektif selain melakukan mitigasi 

juga melakukan adaptasi (Subandono, 2009). Misalnya 

saja pemberdayaan masyarakat pesisir untuk melakukan 

budidaya ikan (Ambari, 2018). Oleh karena itu untuk 

menangani dampak negatif perubahan iklim, pemerintah 

Indonesia membentuk Dewan Perubahan Iklim 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 

Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim yang bertujuan 

untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian 

perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia 

di forum internasional dalam pengendalian perubahan 

iklim. 

Indonesia telah menerbitkan dokumen Rencana Aksi 

Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN GRK) di tahun 

2011 disusun untuk memberikan kerangka kebijakan 

untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak 

swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung 

atau tidak langsung dengan upaya mengurangi emisi GRK 
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dalam jangka waktu 2010–2020 sesuai dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2005–2025) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RAN-

GRK ini mencakup aksi mitigasi di lima bidang prioritas 

(Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan 

Transportasi, Industri, Pengelolaan Limbah), serta 

kegiatan pendukung lainnya merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional 

yang mendukung prinsip pertumbuhan ekonomi, 

pengentasan kemiskinan, dan pembangunan 

berkelanjutan.  

Upaya adaptasi, seperti tertulis dalam Dokumen 

Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan 

Iklim (lebih dikenal dengan Dokumen RAN-PI) tahun 

2014  harus dilakukan melalui beberapa pendekatan: 

1. Mengintegrasikan agenda adaptasi perubahan iklim 

ke dalam rencana pembangunan nasional seperti 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan 

Jangka Panjang. 

2. Meninjau kembali dan menyesuaikan inisiatif atau 

program yang ada sehingga menjadi tahan 

(resilience) terhadap perubahan iklim. 

3. Melembagakan pemanfaatan informasi iklim 

sehingga mampu mengelola risiko iklim. 

4. Mendorong daerah otonom untuk mengintegrasikan 

pertimbangan risiko iklim ke dalam perencanaan 

pembangunan daerah. 

5. Memperkuat informasi dan pengetahuan untuk 

mengurangi resiko iklim sekarang dan masa yang 

akan datang. 

6. Memastikan tersedianya sumber daya dan 

pendanaan yang berasal dari dalam negeri untuk 
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kegiatan adaptasi serta memanfaatkan semaksimal 

mungkin bantuan pendanaan internasional. 

7. Memilih opsi no-regrets (tanpa penyesalan), yakni 

mengambil tindakan adaptasi, meski misalnya 

perubahan iklim tidak terjadi, sehingga manfaat 

yang diperoleh selain dapat mengurangi kerentanan 

terhadap perubahan iklim sekaligus mendatangkan 

manfaat bagi pembangunan nasional, dan 

8. Mendorong terbentuknya dialog nasional sehingga 

dapat mempercepat proses pengimplementasian 

agenda adaptasi perubahan iklim di Indonesia. 

Untuk menunjukkan adanya keseriusan adaptasi yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka Indonesia 

telah memasukkan agenda adaptasi dalam strategi 

pembangunan dalam menghadapi anomali iklim atau 

variabilitas iklim saat ini, antara lain dengan cara 

(Dadang, 2009) : 

1. Program pengurangan risiko bencana terkait iklim 

melalui program penghutanan kembali, 

penghijauan terutama di kawasan hutan/lahan yang 

kritis, baik di hulu maupun di hilir (kawasan pesisir) 

dengan keterlibatan masyarakat. 

2. Peningkatan kesadaran dan penyebarluasan 

informasi perubahan iklim dan informasi adaptasi 

pada berbagai tingkat masyarakat terutama untuk 

masyarakat yang rentan sebagai tindakan kesiap-

siagaan dini dan peningkatan kesadaran tentang 

bencana iklim yang semakin meningkat. 

3. Peningkatan kapasitas pengkajian ilmiah tentang 

perubahan iklim dan dampaknya serta upaya 

pengendaliannya serta mengembangkan model 

proyeksi perubahan iklim jangka pendek, menengah 
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dan panjang untuk skala lokal atau regional yang 

diperlukan untuk menilai kerentanan dan dampak 

iklim serta menyusun rencana dan strategi 

kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk 

jangka pendek, menengah dan panjang. 

4. Peninjauan kembali kebijakan-kebijakan inti yang 

secara langsung maupun tidak langsung akan 

dipengaruhi oleh perubahan iklim. Kemudian 

mengidentifikasi penyesuaian seperti apa yang 

harus dilakukan terhadap program-program yang 

didesain dengan kebijakan-kebijakan itu dengan 

mempertimbangkan arah perubahan iklim dan 

kenaikan muka air laut serta perubahan kondisi 

sosial-ekonomi untuk mendapatkan kebijakan dan 

program yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. 

5. Peningkatan kapasitas untuk mengintegrasikan 

perubahan iklim dengan pengarus-utamaan adaptasi 

perubahan iklim kedalam perencanaan, 

perancangan infrastruktur, pengelolaan konflik, dan 

pembagian kawasan air tanah untuk institusi 

pengelolaan air. 

6. Pengarus-utamaan adaptasi perubahan iklim 

kedalam kebijakan dan program di berbagai sektor 

(dengan fokus pada penanggulangan bencana, 

pengelolaan sumberdaya air, pertanian, kesehatan 

dan industri). 

7. Pengembangan isu perubahan iklim dalam 

kurikulum sekolah menengah dan perguruan tinggi. 

8. Pengembangan sistem pengamatan cuaca, iklim dan 

hidrologi khususnya di luar Jawa dan peningkatan 

kapasitas BMG dalam membuat ramalan cuaca dan 
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iklim yang lebih akurat mencakup seluruh 

Indonesia. 

9. Pengembangan sistem infrastruktur dan tata-ruang 

serta sektor-sektor yang tahan dan tanggap terhadap 

goncangan dan perubahan iklim, dan 

pengembangan serta penataan kembali tata ruang 

wilayah, khususnya pada kawasan pantai. 

Berbagai pendekatan yang sudah dicantumkan dalam 

RAN-PI untuk melaksanakan adaptasi akan dapat 

mencapai tujuannya kalau di dalam tahap 

implementasinya didukung oleh semua pemangku 

kepentingan, baik pemerintah, masyarakat pada umunya 

dan para pelaku usaha. 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

J. Tantangan Mitigasi dan Adaptasi di Indonesia 

Mitigasi dan adaptasi merupkan tindakan yang sangat 

penting untuk dilakukan oleh semua pemangku 

kepentingan. Oleh karena itu, mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim harus dilakukan oleh berbagai sektor dan 

menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya menjadi 

tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, tetapi juga kementerian kementerian lain 

yang terkait. Adapun tantangan yang dihadapi dalam 

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia antara 

laim: 

Pertama, salah satu kendala dalam upaya mengatasi 

dampak perubahan iklim adalah masih minimnya 

pengetahuan beberapa pihak dan juga sebagian besar 

masyarakat terkait tentang fenomena alam yang terjadi 

sebagai akibat adanya pemanasan global. Padahal banyak 
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pemimpin negara didunia sudah mendeklarasikan upaya 

perbaikan lingkungan untuk mengatasi pemanasan global. 

Memang sangat diperlukan sosialisasi kepada masyarakat 

agar masyarakat memahami dan menyadari akan 

pentingnya pemeliharaan lingkungan dengan memahami 

berbagai dampak yang ditimbulkan (Lola, 2022).  

Kedua, lemahnya kapasitas kelembagaan dalam 

penanganan dan pengendalian perubahan iklim. 

Perubahan iklim yang mengancam hampir seluruh sektor 

kehidupan mengharuskan tiap-tiap instansi pemerintah 

terkait turut berpartisipasi untuk secara bersama 

memerangi dampak perubahan iklim. Adapun instansi- 

yang bertanggung jawab atas berbagai faktor maupun 

dampak perubahan iklim kalau ditingkat kota atau 

kabupaten yaitu Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, 

dan Peternakan (DKP3), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 

Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum , 

Badan Perencanaan dan Pembangunanan Daerah 

(Bappeda), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD). Meskipun demikian, sampai saat ini tidak ada 

lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan 

pengelolaan terhadap perubahan iklim ditingkat kota atau 

kabupaten (The Conversation, 2022).  

Ketiga, anggaran menjadi salah satu syarat suatu 

program dalam setiap satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD) dapat berjalan dengan baik. Sumber utama 

anggaran bagi tiap program pemerintah di tingkat daerah 

berasal dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah). Semakin tinggi jumlah APBD pada suatu daerah 

maka pendanaan untuk setiap program pemerintah dapat 

meningkat. Dalam penanganan maupun pengendalian 

dampak perubahan iklim di Indonesia sumber pendanaan 
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mengacu pada APBN maupun APBD yang diperoleh dari 

berbagai sumber baik itu dari pembiayaan publik, swasta, 

maupun sumber pendanaan alternatif lain untuk setiap 

program adaptasi maupun  mitigasi perubahan iklim 

(Ibid).  

Keempat, egoisme sektoral bukan hanya terjadi di 

lingkup pemerintah daerah tetapi juga di seluruh 

organisasi pemerintah di Indonesia dan masih menjadi 

permasalahan dalam keberhasilan dari program-program 

yang turut melibatkan lintas sektor khususnya terkait 

penanganan pengendalian dampak perubahan iklim di 

Indonesia. Egosektoral muncul karena adanya perbedaan 

pandangan masing-masing instansi terhadap objek 

permasalahan yang dihadapi yang menganggap bahwa 

permasalahan tersebut bukan merupakan tupoksi dari 

instansi tersebut (Elsa, 2021). 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

K. Peluang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan 

Iklim di Indonesia 

Selain ada tantangan yang dihadapi oleh Indonesia 

dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi terhadap 

perubahan iklim di Indonesia ada beberapa peluang yang 

dapat dimanfaatkan dan diupayakan oleh Indonesia 

sebagai komitmen untuk mengurangi emisi dan dampak 

yang lebih serius di Indonesia. Beberapa peluang dan juga 

upaya yang telah duilakukan oleh Indonesia antara lain:  

Pertama, pembentukan kelembagaan merupakan 

peluang penting dalam melakukan mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim. Pemerintah Indonesia telah membentuk 

bidang khusus di bawah Kementerian Lingkungan Hidup 
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dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian 

Perubahan Iklim yang bertanggung jawab langsung 

terhadap isu perubahan iklim dalam tata kelola 

Pemerintahan Indonesia. Dalam penanganan mitigasi dan 

adaptasi terhadap perubahan iklim perlu adanya 

kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam 

mengatasi permasalahan tersebut dan diberikan 

kewenangan penuh untuk memberikan masukan, 

mendesain draft regulasi, mendesain kebijakan, 

menjalankan program, serta membangun kolaborasi 

dengan lembaga di dalam maupun di luar pemerintah 

untuk mendorong percepatan pelaksanaan aksi adaptasi 

(Rizaldi, 2013). 

Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat dapat  

berpartisipasi dalam melakukan mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim yang dapat dilakukan melalui 

pelaksanaan fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi. 

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR dapat 

mengarahkan pembiayaan APBN ditujukan untuk 

melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim dalam berbagai sektor, seperti pembiayaan dalam 

pengembangan energi yang ramah lingkungan, 

mengantisipasi banjir, bencana longsor, kebakaran hutan 

dan lahan. Pelaksanaan pencegahan penyebaran penyakit 

akibat perubahan iklim, sosialisasi upaya mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim, dan masih banyak hal lagi yang 

terkait (Sri Nurhayati, 2016).  

Ketiga, sebagai negara dengan sumber daya alam 

yang kaya akan nikel, Indonesia mempunyai kekuatan 

pendorong dalam revolusi Net Zero Emission (NZE)  dan 

merangsang peningkatan investasi hijau serta 

memperkuat hubungan bilateral dan perdagangan 
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internasional. Sejauh ini stakeholder yang terlibat dalam 

transformasi pembangunan yang ramah iklim dan ramah 

lingkungan, mulai dari masyarakat pada level terbawah 

hingga pemerintah pusat pada level atas. Pada level 

masyarakat, mereka secara sadar tergerak menciptakan 

dan mempromosikan hidup sehat, bersih dan iklim sejuk 

untuk kehidupannya. Pada sektor industri, pelaku usaha 

sudah terlibat dalam hal produksi dan adanya pemberian 

subsidi untuk salah satu jenis energi terbarukan yaitu 

biodiesel. Pada sektor perbankan terdapat kebijakan 

insentif pembiayaan hijau, pengenaan disinsentif pajak 

karbon bagi usaha yang tidak ramah lingkungan. 

(Rohmat, 2023).  

Keempat, dalam melakukan mitigasai dan adaptasi 

perubahan iklim Komitmen Indonesia untuk 

merehabilitasi 600.000 ha hutan mangrove, sejalan 

dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120/2020 

tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Selain 

itu, Presiden Indonesia juga menerbitkan Perpres No. 

98/2021 tentang Nilai Ekonomis Karbon Untuk 

Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara 

Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam 

Pembangunan Nasional (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). 

Perpres ini mengatur tentang mekanisme pelaksanaan 

penilaian ekonomi karbon, termasuk sektor kelautan. 

Upaya peningkatan data potensi dan keberadaan hutan 

mangrove Indonesia diawali dengan diluncurkannya Peta 

Mangrove Nasional pada November 2021. 

Kelima, pemerintah juga membuat regulasi untuk 

mengurangi dampak perubahan iklim yaitu dengan 

penerapan pajak karbon. Pengenaan pungutan atas karbon 

dalam bentuk pajak atau cukai telah banyak dilakukan 
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oleh berbagai negara sebagai bentuk kekhawatiran dengan 

terjadinya perubahan iklim sebagai dampak dari semakin 

banyaknya emisi karbon yang berefek pada adanya GRK. 

Menurut Kementerian Keuangan (2021) pajak karbon 

hadir dari adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (HPP) dengan ditambahkannya sederet 

kebijakan fiskal yang dimanfaatkan sebagai alat 

pengendali perubahan iklim. 

Keenam, Indonesia’s Forestry and Other Land Use 

(FOLU) Net Sink 2030 diamanatkan di dalam Peraturan 

Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target 

Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan 

Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. 

Pada Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan 

emisi GRK utamanya didukung oleh sektor kehutanan 

sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net 

sink (penyerapan karbon bersih yang merujuk pada 

jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak 

dari yang dilepaskannya). Program ini menggunakan 

empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi; 

konservasi dan pengelolaan hutan lestari; perlindungan 

dan restorasi lahan gambut; serta peningkatan serapan 

karbon (Badan Kebijakan Fiskal, 2022). Sektor FOLU 

memiliki peran besar dalam upaya pencapaian target  

NZE nasional, dari net emitor menjadi penyerap bersih 

GRK (Ministry of Environment and Forestry, 2023).  
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Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. 

L. Kesimpulan 

Tindakan mitigasi dan adaptasi yang telah dilakukan 

oleh Indonesia baik melalui kebijakan iklim, program 

program yang telah ditetapkan dan starategi untuk 

mencapai pembangunan berkelanjutan sudah 

dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanannya masih ada 

kendala atau hambatan, ternyata banyak juga peluang 

yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan emisi.  

Namun sayangnya, kebijakan iklim untuk pengurangan 

emisi kadang tidak dibarengi adanya sinkronisasi dan 

harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang 

undangan. Sebagai contoh dalam rangka untuk 

meningkatkan serapan karbon, Indonesia telah melakukan 

moratorium larangan pembukaan lahan untuk 

perkebunan. Akan tetapi Indonesia masih menggunakan 

energi fosil  dengan tetap mengizinkan Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara dalam 

memenuhi kebutuhan energi, karena batu bara sejauh ini 

masih menjadi sumber energi termurah di negara 

Indonesia. Selain itu, perubahan iklim yang 

mengakibatkan pelanggaran HAM di Indonesia, seperti 

hak untuk hidup, hak untuk menikmati lingkungan hidup 

yang sehat yang sudah diakui sebahai hak asasi manusia 

dan hak konstitusi belum ada payung hukumnya berupa 

undang undang yang menjadi payung hukum untuk 

menciptakan keadilan iklim di Indonesia.  

Namun demikian, di samping ada hambatan dalam 

pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, 

ternyata masih ada peluang-peluang yang dapat dialkukan 

untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan 
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memenuhi kewajiban NDC yang sudah di-submit ke 

Sekretariat UNFCCC. Mitigasi dan adaptasi sebagai 

pengendali utama untuk mengatasi dampak negatif 

perubahan iklim dan untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan iklim memerlukan hadirnya pemerintah dalam 

membuat kebijakan iklim, rencana aksi dan program 

program yang dimasukkan dalam rencana pembangunan 

jangka pendek maupun menengah, maupun jangka 

panjang untuk pembangunan berkelanjutan untuk 

mencapai keadilan iklim di Indonesia memerlukan upaya 

besar dari pemerintah Indonesia. 
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